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ABSTRAK 

La Mellong Kajao Laliddong dikenal sebagai penasehat raja yang berperan dalam 

menciptakan pola dasar pemerintahan di Kerajaan Bone pada abad ke XVI dimasa 

pemerintahan Raja Bone ke VI La Uliyo Bote’E (1543-1568) dan raja Bone ke VII 

Tenri Rawe BongkangngE (1568-1584). La Mellong Kajao Laliddong terkenal 

dengan pokok-pokok pikirannya tentang hukum dan ketatanegaraan yang menjadi 

acuan bagi raja dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan di Kerajaan Bone. 

Dalam lintasan sejarah perjalanan Kerajaan Bone dilukiskan, bahwa betapa besar 

jasa La Mellong dalam mempersatukan tiga Kerajaaan Bugis, yakni Bone, 

Soppeng, dan Wajo, dalam sebuah ikrar sumpah setia untuk saling membantu 

dalam hal pertahanan dan pembangunan kerajaan. Ikrar tersebut dikenal dengan 

nama “LamumpatuE (perjanjian Tellumpoccoe)” ri Timurung tahun 1582 pada 

masa pemerintahan La tenri Rawe Bongkangnge. 

 

Kata kunci: Kearifan Lokal, La Mellong, Kerajaan Bugis 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Orang Bugis mempunyai sejarah dan masyarakatnya tetap terwujud dari 

zaman ke zaman. Pola tingkah lakunya terbentuk secara kumulatif pada zaman 

yang lampau. Generasi dibelakangnya memperolehnya sebagai warisan sosial yang 

dipandang sebagai ide-ide tradisional yang mengandung sejumlah nilai yang 

mempengaruhinya ketika membuat keputusan dalam menghadapi situasi tertentu. 

Nilai-nilai budaya masyarakat Bugis sangat memegang teguh tentang konsep 

yang dikenal yakni. Pertama, lempu’ (Kejujuran), dalam bahasa Bugis artinya sama 

dengan lurus sebagai lawan dari bengkok. Dalam berbagai konteks ada kalanya 

kata lempu’ berarti ikhlas, benar, baik atau adil, sehingga lawannya adalah culas, 

curang, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu dan sejenisnya (Muhtamar, 2007: 17). 

Sejalan dengan pengertian tersebut cendikiawan Bone La Mellong Kajao 

Laliddong menjelaskan kejujuran ketika ditanya oleh Raja Bone tentang dasar-

dasar keilmuan. Menurutnya bukti dari kejujuran adalah: 

a. Jangan mengambil tanaman yang bukan tanamanmu 
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b. Jangan mengambil barang-barang yang bukan barang-barangmu, bukan juga 

pusakamu 

c. Jangan mengeluarkan kerbau dari kandangnya, yang bukan kerbaumu 

d. Jangan mengambil kayu yang disandarkan, yang bukan kau yang 

menyandarkannya 

e. Jangan juga kayu sudah ditetak ujung pangkalnya, yang bukan engkau yang 

menetaknya (Muhtamar, 2007: 17). 
 

Kedua, acca’ (Kecendikiaan), nilai kecendikiawan sering dipasangkan 

dengan nilai kejujuran, karena keduanya saling mengisi. Cendikia atau intelek 

dalam bahasa Bugis biasa disebut acca. Dalam konsep kecendikiawan terkandung 

nilai kejujuran, kebenaran, kepatutan, keikhlasan dan semangat penyiasatan atau 

penelitian. Acca juga diartikan pintar,dalam arti memiliki kemampuan intelektual 

yang baik.  

Ketiga, assitinajang (kepatutan), dapat diartikan sebagai pantas dan 

kelayakan. Nilai kepatutan ini erat hubungannya dengan nilai kemampuan baik 

secara jasmani maupun rohanih. Penyerahan atau penerimaan sesuatu, apakah itu 

amanat atau tugas, haruslah didasarkan atas kepatutan dan kemampuan. Nilai 

kepatutan terdapat  dalam diri La Taddampare’ Puang Rimaggalatung yang 

mengatakan:  

“Jangan serakahi kedudukan, jangan pula terlalu inginkan kedudukan 

tinggi, kalau kamu tidak mampu juga memperbaiki negeri. Nantilah bila 

dicari baru kamu muncul, nantilah bila ditunjuk baru kamu mengia” 

(Muhtamar, 2007: 22)  
 

Keempat, getteng (Ketegasan), dalam bahasa Bugis berarti keteguhan. Orang 

yang memegang nilai keteguhan ialah orang menepati untuk tidak mengerjakan 

ketidak-baikan, dan berketetapan melakukan kebaikan, meski keburukan itu 

menarik hatinya tetapi sudah diketahuinya tentang keburukan, lalu tidak 

dilakukannya. Nilai keteguhan terikat pada makna yang positif, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh To Ciung bahwa ada empat perbuatan nilai keteguhan yakni: 

Pertama, tidak mengingkari janji, kedua tidak mengkhianati kesepakatan, 

ketiga tidak membatalkan keputusan, tidak mengubah keputusan, keempat, 

jika berbicara dan berbuat tidak berhenti sebelum rampung (Muhtamar, 

2007: 23). 
 

Hal tersebut menerangkan bahwa perlunya menegakkan ketegasan dengan 

selalu menepati janji yang sudah dikatakan. Berkata dengan sejujurnya dengan 

tidak membatalkan dan mengubah sesuatu yang sudah disepakati bersama antara 

penguasa dengan rakyat dan bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat bukan 

untuk kepentingan sekelompok golongan atau pribadi. 

Kelima, warani (ksatria), Seorang pemimpin seharusnya memiliki sifat 

warani yang bermakna berani mengambil tindakan untuk menjaga kestabilan 

pemerintahan. Keberanian sangat diperlukan dalam pemerintahan karena apabila 

seorang pemimpin tidak warani, maka dengan mudah dipengaruhi oleh orang lain 
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atau lebih jauh oleh bawahannya. Konteks warani berarti berani bertindak dan 

berani mengambil resiko. Begitulah seorang pemimpin dalam suatu lembaga 

pemerintahan. 

Keenam, masagena (kemampuan), Nilai kepatutan erat kaitannya dengan 

kemampuan (makamaka) jasmaniah dan rohaniah. Penyerahan atau penerimaan 

sesuatu harus didasarkan pada kepatutan dan kemampuan. Makamaka lebih banyak 

menekankan penampilan bagi pemangku untuk bertanggung jawab. Perkataan 

terima kasih adalah kata pinjaman dalam bahasa Bugis. Sebelumya bila orang 

menerima sesuatu dari seseorang, maka yang menerima mengucapkan gembira 

atau senang. Misalnya dikatakannya "marennu, temmaka rennuku" gembira 

alangkah gembiranya saya. Kemampuan disini juga bermakna bahwa seorang 

calon pemimpin itu seharusnya memiliki kecukupan harta atau kekayaan. 

Ketuju, makaritutu (kewaspadaan), dapat dimaksudkan bahwa seoramg 

pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan hendaknya berhati-hati. Jangan 

sampai organisasi yang dipimpin dibawa pada hal-hal negatif bukan pada hal-hal 

yang positif. Misalnya adanya kecenderungan KKN, menghalalkan segala cara 

dalam mencapai suatu tujuan dan sebagainya. Untuk itu diperlukan seorang 

pemimpin yang mampu bertanggung jawab dan sifat kehati-hatian dalam setiap 

tindakannya.  

 

Peran La Mellong dalam Penjanjian di Kerajaan Bugis  

Semasa hidupnya La Mellong Kajao Lalliddong senantiasa berpesan kepada 

siapa saja, agar bertingkahlaku sebagai manusia yang memiliki sifat dan hati yang 

baik. Menurutnya, dari sifat dan hati yang baik, akan melahirkan kejujuran, 

kecerdasan, dan keberanian. Diingatkan pula, bahwa di samping kejujuran, 

kecerdasan, dan keberanian maka untuk mencapai kesempurnaan dalam sifat 

manusia harus senantiasa bersandar kepada kekuasaan “Dewata SeuwwaE” (Tuhan 

Yang Maha Esa). Dengan ajarannya tersebut membuat namanya semakin populer, 

bukan hanya dikenal sebagi cendekiawan, negarawan, dan diplomat ulung, tetapi 

juga dikenal sebagi pujangga dan budayawan. Nama dan jasanya sampai kini 

terpatri dalam hati sanubari masyarakat Bone khususnya, bahkan masyarakat Bugis 

pada umumnya. Dia adalah peletak dasar konsep-konsep hukum (Pangngadereng) 

dan ketatanegaraan yang sampai kini masih melekat pada sikap dan tingkah laku 

orang Bugis. 

Tentang pemberian gelar “Kajao” yang menurut bahasa Bugis, hanya 

diperuntukkan bagi nenek perempuan, hal ini menimbulkan analisis, bahwa selama 

hidupnya Kajao Lalliddong berperan sebagai “Rohaniawan” (Bissu) di mana pada 

saat itu Kerajaan Bone masih dipengaruhi oleh agama Hindu. Dengan peranannya 

sebagai Bissu, maka tingkah lakunya selalu nampak sebagai layaknya seorang 

perempuan. Sejarah perjalanan Kerajaan Bone dilukiskan, bahwa betapa besar jasa 

La Mellong dalam mempersatukan tiga Kerajaaan Bugis, yakni Bone, Soppeng, 

dan Wajo, dalam sebuah ikrar sumpah setia untuk saling membantu dalam hal 

pertahanan dan pembangunan kerajaan. Ikrar tersebut dikenal dengan nama 

“LamumpatuE (perjanjian Tellumpoccoe)” ri Timurung tahun 1582 pada masa 
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pemerintahan La tenri Rawe BongkangngE. Dalam lontara, bunyi/teks perjanjian 

LamumpatuE ri Timurung (dalam Rasyid, 1994:84-85) berbunyi sebagai berikut: 

1. Tanata mattulu parajo, teppettu siranrengsi, sanre tessebelleangngi, tessi luppe 

macekowangngi 

2. Makkeda siattepperengngi, malilu sipakaingeki, siala pakaingekki, tessitajeng 

alilingi 

3. Tessi reddu taneng-tanengi’ tessi attaneng-tanengngi, tessi seringen roppo-

roppoi, tessi akkaleng-kalengngi, tessi tangeng tollariwi, tessi tangeng to 

pasalai 

4. Sirekkokeng to Matojoi, silasekkeng tedong laiwi 

5. Tessi tonrong atai, tessi rebba adekki, tessi lawa bicarai, tessi peddeng 

arajangngi 

6. Pada makkadawang  risaliwengngi temmakkadawang ri laleng 

7. Tessi bicara musukki, tennapasisalai to bongngo, tenna pangkagakki, tom 

kanna, tenna bicara to risaliweng 

8. Tessipolo tajengngi, tessibola waramparangngi, riwerengngi anu mallaletta 

9. Tessipakkeane tawangngi, tessiwawai ri teyata, tessi elliatai, 

tessiyateppekengngi rekko engka akkeda atangetta nataniya suro ribateng 

mpawai, tomateppe tu mate nallai tedong mauni arung muna 

10. Siatuowo bakke manukki, nange siampaeki malemme siewangngi 

11. Padai padeceng padai maja’ pada mate’ pada tuwo 

12. Tennanre api tennanre jaktana, tennatiwi tomate asseyajingenna, mauni ma 

runtung langiE, mewottong pertiwi temmalukato asseyajingenna tanata 

13. Nigi-nigi, mpelai ulu ada’ marempak pinceng ,maresa ittello, tana tudangenna, 

nasabbiwi Dewata SeuwaE. 

Maksudnya: 

1. Negeri kita bagaikan tulipajaro (tali/ikatan pada leher kerbau), takkan putus, 

berkembang saling menguatkan, tak akan saling mengecewakan, takkan saling 

tipu-menipu diantara kita. 

2. Saling percaya mempercayai dalam berucap (berkata); saling menginsyafkan 

dalam kekhilafan, bukan saling mencari kesalahan antara satu dengan yang 

lainnya. 

3. Tidak saling merusak usaha, tidak saling melanggar hak, tidak saling 

melemparkan kejelekan diantara satu sama lain, tidak saling menyembunyikan 

(berterus terang), tak akan saling melindungi pelarian dan tak akan menahan 

orang bersalah (bila orang-orang bersalah itu berada atau bersembunyi dalam 

salah satu negeri diantara kita). 

4. Saling membantu menunjukkan anak buah yang berkepala batu dan saling 

membantu menundukkan pemberontak (yang mau menentang) bila terdapat 

diantara negeri kita. 

5. Takkan menghukum rakyat dari salah satu negeri diantara kita (bila ada yang 

bersalah hendaknya diserahkan kembali ke negeri asalnya), takkan saling 

melanggar adat kebesaran antara kita, takkan saling menolak bicara (yang 
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telah diputuskan) antara kita, takkan saling menghina dan memusnahkan satu 

sama lainnya. 

6. Saling mengusahakan perluasan negeri masing-masing diluar negeri diantara 

kita. Takkan ada persoalan mengenai peperangan antara kita bertiga.  

7. Kita takkan sampai dipertikaian orang yang picik pengetahuannya, takkan 

sampai dipertikaian oleh musuh kita, takkan diadili oleh orang luar (atas 

segala persoalan yang timbul dalam negeri kita akan selesaikan sendiri secara 

dalam). 

8. Takkan saling menghalangi antara kita terhadap penundaan sesuatu yang 

diperlukan, takkan saling menyimpan (menyembunyikan) harta benda antara 

kita (apa yang menjadi harta milik seseorang diantara kita, hendaknya 

diserahkan kepada yang berhak), tidak saling merintangi (saling 

memperkenankan) hak milik seseorang diantara kita yang sudah terang 

menuju/menjadi hak seseorang. 

9. Takkan ada pembagian turunan hamba sahaya diantara kita (anak-anak hamba 

sahaya tetap jatuh ke pihak ibunya); tak akan ada paksaan diantara kita bila 

salah satu dari kita keberatan, tak ada jual beli hamba sahaya antara kita ber-

tiga, tidak akan segera mempercayai sesuatu berita antara kita jika bukan 

utusan resmi yang datang menyampaikan dan orang yang percaya itu akan 

mati sia-sia, walaupun ia adalah anak bangsawan. 

10. Kitang saling menyelamatkan hidup walaupun negeri kita sudah runtuh 

(tolong-menolong), kita saling mengulurkan tangan jika kita dalam kesusahan, 

kita bersedia saling berkorban, bila ada diantara kita terancam bahaya maut; 

11. Antara kita bertiga adalah senasib sepenanggungan, tak akan ada diantara kita 

yang membiarkan kematian seseorang tanpa pembelaan dari kita; 

12. Tak akan hangus oleh api, takkan dirusak kebejatan bumi, tak akan terbawa 

serta oleh kematian seseorang akan persaudaraan dan perjanjian luhur negeri 

kita; Walaupun andaikan langit akan runtuh/rubuh, bertindih paertiwi, takkan 

putus juga persaudaraan negeri kita; 

13. Barang siapa ingkar dari janji, maka hancur bagaikan beling serta pecah 

bagaikan sebutir telur negeri kediamannya. Ikrar ini di bawah kesaksian 

Dewata nan Tunggal. 

Dalam sumpah tersebut ketiga raja yakni, La Tenri Rawe BongkangngE  

(Bone), La Mappaleppe PatoloE (Soppeng), dan La Mungkace To Uddamang 

(Wajo) menandai ikrar itu dengan menenggelamkan tiga buah batu. Pokok-pokok 

pikiran La Mellong Kajao Laliddong yang dianjurkan kepada Raja Bone ada empat 

hal, yakni: (1) tidak membiarkan rakyatnya bercerai-berai; (2), Tidak memejamkan 

mata siang dan malam; (3), Menganalisis sebab akibat suatu tindakan sebelum 

dilakukan; (4)Raja harus mampu bertututur kata dan menjawab pertanyaan (Hamid 

dkk, 2007). 

Pokok pikiran dan kemampuan La Mellong sehingga diberi gelar 

penghargaan dari Kerajaan Bone “Kajao Lalliddong”. Kajao berarti orang cerdik 

pandai dari kampung Lalliddong. Ia dilahirkan pada masa pemerintahan Raja Bone 

IV We Benrigau (1496-1516).  Sejak kecil dalam diri La Mellong telah tampak 
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adanya bakat-bakat istimewa untuk menjadi seorang ahli pikir yang cemerlang. 

Bakat-bakat istimewa itu kemudian nampak menjelang usia dewasanya yang 

dilatarbelakangi iklim yang bergolak, di mana pada zaman itu Gowa telah 

berkembang sebagai kerajaan yang kuat di jazirah Sulawesi Selatan. Kerajaan-

kerajaan kecil yang merdeka di Sulawesi Selatan satu demi satu ditaklukkannya 

baik secara damai maupun kekerasan. Hanya Kerajaan Bonelah yang masih dapat 

mempertahankan diri dari ekspansi Gowa. Akan tetapi lambat laun Kerajaan Bone 

dalam keadaan terkepung menyebabkan kerajaan dan rakyat Bone dalam situasi 

darurat, namun akhirnya dua kerajaan yang berseteru  tersebut dapat berdamai.  

Pada masa pemerintahan Raja Bone VII La Tenri Rawe BongkangngE. La 

Mellong Kajao Lalliddong diangkat menjadi penasihat dan Duta Keliling Kerajaan 

Bone. Ia dikenal sebagai seorang ahli pikir besar, negarawan, dan seorang diplomat 

ulung bagi negara dan bangsanya. Dalam perjanjian Caleppa (Ulu Kanaya ri 

Caleppa) antara Kerajaan Bone dan Gowa tahun 1565 La Mellong Kajao 

Lalliddong memainkan peranan penting. Bone diwakili oleh Raja Bone La Tenri 

Rawe BongkangE dan Gowa diwakili oleh Mangkubuminya I Mappatakattana 

Daeng Padulung. Perjanjian kemudian lebih dikenal dengan nama Ulukanaya ri 

Caleppa. Adapun Perjanjian Caleppa (Rasyid, 1994:80) yang isinya: 

1. Bone meminta kemenangan-kemenangan yaitu kepadanya harus diberikan 

daerah-daerah sampai Sungai WalanaE di sebelah Barat dan sampai di daerah 

Ulaweng di sebelah utara dan semua daerah di sebelah Timur sungai WalanaE  

2. Sungai Tangka terletak diperbatasan Bone dan Sinjai akan tetapi perbatasan 

daerah Bone dan Gowa yaitu sebelah Utara masuk Bone dan sebelah Selatan 

masuk Gowa. 

3. Supaya negeri Cenrana masuk daerah kekuasan Bone karena memang dahulu 

Cenrana telah ditaklukkan oleh Raja Bone La Tenrisukki Mappajange (Raja 

Bone V) maka sebagai hasil kemenangan dalam peperangan melawan Raja 

Luwu bernama Raja Dewa yang sudah sekian lama menguasai Cenrana. 

Bigitu pula perjanjian persekutuan antara Kerajaan Bone,Soppeng, dan Wajo 

yang disebut Perjajnjian LamumpatuE ri Timurung tahun 1582. Ajaran-ajaran La 

Mellong Kajao Laliddong termuat dalam berbagai Lontara diantaranya Latoa 

seperti beberapa alinea yang dikutip berikut ini: 

Dalam dialog Kajao dengan raja Bone (berkata Raja Bone : Apa tandanya 

apabila negara itu mulai menanjak kejayaannya? Jawab Kajao : Duwa 

tanranna namaraja tanae, yanaritu seuwani namalempu namacca Arung 

MangkauE, madduwanna tessisala-salae. Artinya : dua tandanya negara 

menjadi jaya, pertama raja yang memerintah memiliki kejujuran serta 

kecerdasan, kedua di dalam negeri tidak terjadi perselisihan (Mattulada, 

1985). 

 

Selain itu, ajaran La Mellong Kajao Lalliddong mengenai pelaksanaan 

pemerintahan dan kemasyarakatan yang disebut “Inanna WarangparangngE” 

yaitu sumber kekayaan, kemakmuran, dan keadilan yakni; (1) Perhatian raja 

terhadap rakyatnya harus lebih besar dari pada perhatian terhadap dirinya sendiri, 
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(2), raja harus memiliki kecerdasan yang mampu menerima serta melayani orang 

banyak, (3) raja harus jujur dalam segala tindakan. 

Tiga faktor utama yang ditekankan La Mellong Kajao Laliddong dalam 

pelaksanaan pemerintahan, merupakan ciri demokrasi yang membatasi kekuasaan 

raja, sehingga raja tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan 

norma yang telah ditetapkan. Pembatasan kekuasaan, dalam lontara disebutkan, 

bahwa Arung Mangkau berkewajiban untuk menghormati hak-hak orang banyak. 

Perhatian raja harus sepenuhnya diarahkan kepada kepentingan rakyat sesuai 

amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Lebih jauh La Mellong Kajao 

Laliddong menekankan bahwa raja dalam melaksanakan pemerintahan harus 

berpedoman kepada “pangngadereng” (sistem norma).  

 

Kearifan Lokal La Mellong Kajao Lalliddong 
 

1. Ade’ 

Ade’ merupakan komponen pangngadereng (sistem norma) yang memuat 

aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat di Kerajaan Bone. Ade’ sebagai pranata 

sosial yang mengatur tentang hak-hak raja bersama dengan rakyatnya. Dalam 

menyelidiki asal kata ade’ yang berarti segala kaidah dan nilai-nilai 

kemasyarakatan  yang meliputi pribadi dan kemasyarakatan yang didalamnya 

terkandung beberapa unsur pokok antara lain: 

a. Ade pura onro, yaitu norma yang bersifat permanen atau menetap dan 

sukar untuk diubah. 

b. Ade abiasang, yaitu sistem kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat 

yang dianggap tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. 

c. Ade maraja, yaitu sistem norma baru yang muncul sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Menurut (Zainal Abidin, 1969:4) bahwa istilah ade’ (Bugis) ada’ 

(Makassar), sebelumnya dikenal istilah becci (alat meluruskan) sebagai berikut:   

Nerekko makkompe’i beccie, masolanni lipu’e 

Legga’i welong panasae, massobbuni lempu’e 

Ri-tongengenni salae, ri pasalaini tongennge 

Si anre bale taue, si balu-balu’ 

Si abbelli-belliang, natuoiniserri dapurennge 

Ri paoppang palungennge, ri sappeang pattapie 

Ri sellorang alue,……… dan seterusnya  

 

Artinya: 

Bila becci kendor (tidak dipatuhi), maka rusaklah negeri 

Tidak memutik pucuk nangka (kejujuran), bersembunyi kebenaran 

Dibenarkan yang salah, disalahkan yang benar 

Salin makan memakanlah orang bagaikan ikan 

Saling jual-menjual, saling beli membeli 
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Dapur ditumbuhi rumput-rumput, lesung ditelungkupkanlah, niru 

digantung, disangkutkan alu’ (antan). 

 

 Dari pernyataan tersebut apabila kita mengambil perbandingan mengenai 

raja dan kerajaan, bahwa kebesaran dan kejayaan suatu negara tergantung pada 

empat perkara dan baru setelah Islam masuk menjadi lima yaitu ditambah dengan 

apa yang disebut dengan sara’. Empat perkara itu ialah: (1). ade’ (2). rapang (3) 

bicara (4) wari’ . Dengan mengemukakan hal tersebut, nyatalah bahwa ade’ 

merupakan suatu sistem dalam pangngadereng (penegakan hukum). 

2.  Bicara 

Berbicara dalam pangngadereng ialah semua keadaan yang bersangkut-paut 

dengan masalah peradilan. Dengan demikian bicara itu aspek pagnngadereng yang 

mempersoalkan hak dan kewajiban setiap orang atau badan hukum dalam interaksi 

kehidupan dalam masyarakat. Di dalamnya mengandung aspek-aspek normatif 

dalam mengatur tingkal laku setiap subjek hukum orang seorang dalam 

lingkungannya yang lebih luas untuk berinteraksi secara timbal balik. 

Bicara dalam melakukan kompetensinya sebagai aspek pangngadereng yang 

berfungsi terhadap pelanggaran tata tertib dalam masyarakat, berpegang teguh 

kepada azas hakiki pangngadereng, yaitu berkehendak merealisasi fitrah manusia 

sebagai tuntutan terdalam dari hati nurani manusia guna berbuat kebajikan 

terhadap sesama manusia. Dalam pangngadereng orang menyadari perbuatan yang 

baik dan buruk, begitupula mengetahui bahwa bicara menyediakan hukuman bagi 

setiap perbuatan seseorang atas setiap perbuatannya yang buruk dan melanggar tata 

tertib.  

Ade’lah yang menjaga agar seseorang tidak melakukan perbuatan-perbuatan 

jahat, karena ade’ memelihara keadaan yang disebut mappasilasa’e yaitu 

memelihara keserasian. Dalam keadaan demikian ade’ memiliki peranan dalam 

menjaga agar ketertiban tidak terganggu. Apabila juga terjadi perbuatan kejahatan 

yang dilakukan oleh seseorang, maka orang itu harus disembuhkan melalui bicara 

yang memiliki peranan mappasisau (memulihkan/menyembuhkan) seseorang 

kembali menjadi tau tongeng (orang benar). Tongeng (kebenaran) manjadi azas 

panngadereng, maka seseorang pada dasarnya adalah tau tongeng (orang benar). 

Dalam lontara YKSST, No. 130 (dalam Mattulada, 1985:363) mengatakan: 

“takaranku kupakai menakar, timbanganku kupakai menimbang, yang rendah 

kutempatkan di bawah, yang tengah kutempatkan di tengah, yang tinggi 

kutempatkan di atas”. 

Menempatkan sesuatu pada tempatnya adalah jalan kebenaran, barang 

sesuatu yang akan dipikulkan kepada orang lain hendaknya kita pertama-tama 

menakarnya dengan takaran yang semestinya. Apabila kita menempati takaran 

orang lain dalam memikul beban yang kita diminta memikulnya dan dalam takaran 

itu kita sanggup melakukannya niscaya orang lain menurut takarannya akan 

sanggup pula melakukannya. Apabila kita tidak sanggup niscaya orang lain itupun 

tidak sanggup melakukannya. 
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3. Rapang 

Rapang menurut artinya adalah contoh, misal, ibarat atau perumpamaan. Di 

dalam lontara Latoa kata rapang disebut sebagai salah satu  unsur dari 

pangngadereng. Jadi  rapang merupakan aturan yang ditetapkan setelah 

membandingkan dengan keputusan-keputusan terdahulu atau membandingkan 

dengan keputusan adat yang berlaku. 

Menurut fungsinya rapang berlaku sebagai: (1) stabilisator, seperti undang-

undang, ia menjaga agar ketetapan, keseragaman dan kontinuitas suatu tindakan 

berlaku konsisten dari waktu yang lalu sampai masa kini dan masa depan. (2) 

bahan perbandingan, artinya dalam keadaan tidak ada atau belum ada norma-

norma atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu. Maka rapang 

berfungsi membanding atas suatu ketetapan dimasa lampau yang pernah terjadi 

atau semacam yurisprudensi. Alat pelindung yang artinya berwujud dalam pemali-

pemali atau paseng atau sejenis ilmu gaib penolak bala yang berfungsi: (a) 

melindungi milik umum dari gangguan-gangguan perseorangan, (b)melindungi 

orang-orang dari keadaan bahaya (Mattulada, 1985:378). 

Dari fungsi rapang tersebut memegang peranan dalam mengokohkan  

negara, artinya menstabilkan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan fungsi 

rapang sebagai stabilsator masyarakat dan negara, maka dikenallah keharusan bagi 

penguasa untuk magetteng ri rapangnge  (tegas dalam norma/hukum) artinya 

penguasa harus tegas dan konsisten dalam menjalankan undang-undang negeri. Ia 

harus menjalankannya dengan tidak ragu-ragu dan tidak berubah-ubah, karena 

rapang adalah sesuatu yang obyektif memberikan gambaran konkrit dari kejadian 

yang sudah lalu, karena rapang itu mappaseng rupa artinya memberi hukum 

kesamaan atas persoalan yang sama pula. 

Dari segi kebudayaan, rapang berfungsi menciptakan kontinutas dari suatu 

pola kehidupan yang telah membawa pembenaran dalam sejarah kehidupan dan 

mengokohkannya. Ia memberikan ketegasan terhadap suatu sistem tertentu dalam 

masyarakat yang sedang belangsung dan dapat memberikan petunjuktentang latar 

belakang sistem yang berakar dalam dalam pola kebudayaan. 

Sehubungan dengan fungsi rapang untuk memberikan kemungkinan untuk 

mengemukakan perbandingan-perbandingan antara suatu peristiwa dengan 

peristiwa lainnya agar orang dapat menemukan garis kebijaksanaan yang tetap, 

maka rapang mendorong orang untuk tidak berpandangan sempit. Pelajaran 

sejarah di Tana’ Ugi digolongkan rapang sebagai satu ilmu sure’ (sastra) yang 

dihormati. Rapanglah yang dapat mempertemukan negara-negara untuk 

mengadakan hubungan persahabatan dan kekeluargaan. Hukum antara negara,  

diletakkan dalam bidang rapang dan kepandaian diplomasi termasuk lingkup 

rapang.  

 

4. Wari 

Wari adalah perbuatan mappallaisengnge (tahu membedakan), menurut arti 

wari tak lain dari penjenisan yang membedakan yang satu terhadap yang lain,suatu 



SEMINAR NASIONAL 

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam 

Rangka Daya Saing Global” 
Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan 

Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  

Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016 

 
 

 

-212- 
 

perbuatan yang selektif, perbuatan menata atau menertibkan. Menurut Friedericy 

(1933:9) wari berfungsi mengatur tata susunan dan jenjang-jenjang keturunan serta 

menentukan hubungan-hubungan kekerabatan. Jadi wari merupakan suatu sistem 

yang mengatur tentang batas-batas kewenangan dalam masyarakat, membedakan 

antara satu dengan yang lainnya dengan ruang lingkup penataan sistem 

kemasyarakatan, hak, dan kewajiban setiap orang.  

Akan tetapi wari bukan hanya membicarakan masalah keturunan dan 

pelapisan masyarakat semata-mata, melainkan mempunyai fungsi-fungsi lain yang 

lebih luas cakupannya. Secara umum wari berfungsi sebagai protokoler dan 

meliputi sekurang-kurangnya: (1) menjaga jalur dan garis keturunan yang 

membentuk pelapisan masyarakat yang mengatur tentang tata keturunan melalui 

hubungan perkawinan, (2) menjaga atau memelihara tata susunan sesuatu menurut 

urutan semestinya, (3) menjaga atau memelihara hubungan kekeluargaan antara 

raja suatu negeri dengan negeri lainnya, sehingga dapat ditentukan mana yang tua, 

mana yang muda dalam tata pangngedereng (Mattulada, 1985:380). 

Setelah agama Islam resmi menjadi agama di Kerajaan Bone pada abad 

XVII, maka keempat komponen pangngadereng (ade’, bicara, rapang, dan wari) 

ditambah lagi satu komponen, yakni sara’ (syariah). Dengan demikian ajaran La 

Mellong Kajao Lalliddong tentang hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, 

baik secara individu maupun komunitas dalam wilayah kerajaan, dengan 

ditambahkannya komponen sara’ menjadi semakin lengkap dan sempurna. Ajaran 

La Mellong Kajao Laliddong selanjutnya menjadi pegangan bagi Kerajaan-

Kerajaan Bugis yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di Kerajaan Bone. 

Dapat dikatakan, bahwa lewat konsep “pangngadereng” dapat 

menumbuhkan suatu wahana kebudayaan yang tak ternilai harganya bukan hanya 

bagi masyarakat Bugis di berbagai pelosok Nusantara. Bahkan ajaran La Mellong 

Kajao Lalliddong ini telah memberi warna tersendiri peta budaya masyarakat 

Bugis, sekaligus membedakannya dengan suku-suku lain yang mendiami wilayah 

Nusantara ini. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMINAR NASIONAL 

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam 

Rangka Daya Saing Global” 
Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan 

Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  

Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016 

 
 

 

-213- 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Amir, Muh. 2004. Kerajaan Gowa Pasca Perjanjian Bongaya. Kementerian 

Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan. 

Ali, Muh, 1969. Bone Selayang Pandang. Ditjen Kebudayaan Kabupaten Bone 

Ardiansyah, Asrori. I. 2002. Apa  Kabar Pendidikan. (Online) Dalam http :// www. 

sabda. org/lead/? tittle =apa_kabar_pendidikan diakses 04 Januari 2012. 

Asba, Rasyid. 2011. Demokrasi yang Merana: Terabaikannya   Nilai-Nilai  Lokal 

dalam Pengembangan  Demokrasi di Indonesia. Makalah disampaikan 

dalam  kuliah umum  pada mahasiswa STISIP Muhammadiyah Sinjai  29 

September 2011.  

Gottschalk, Louis. 1985. Mengerti Sejarah, Diterjemahkan Oleh Nugroho 

Notosusanto, Jakarta : University Indonesia Press. 

Hamid, Abu dkk. 2007. Sejarah Bone. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bone 

Ibrahim Anwar, 2003. Sulesana, Kumpulan Esai Tentang Demokrasi Dan Kearifan 

Lokal Makasar : LEPHAS. 

Latief, Halilintar, 1999. Ketegaran Komunitas Bissu Segeri Mandalle. Jurnal 

Bingkisan Bunga Rampai Budaya Sulawesi Selatan  

Kartodirdjo, Sartono. 1982. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia 

Suatu Alternatif. Jakarta : Gramedia. 

Lontara, Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Ujung 

Pandang’ No. 130 Tentang Rapang. 

Lontara’ 121, 122, 123 Tentang Latoa. 

Muhtamar, Shaff. 2007. Masa Depan Warisan Luhur Kebudayaan Sulsel. 

Makassar : Pustaka Refleksi.  

Marsuki, Laica. 1995. Siri Bahagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar. 

Ujung pandang : LEPHAS UNHAS 

Mattulada. 1985. Latoa : Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik 

Orang Bugis. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 

,1997. Kebudayaan, Kemanusiaan, dan Lingkungan Hidup. 

Hasanuddin University Press. Makassar. 

Mattata, HM. Sanusi. 1967. Luwu dalam Revolusi. Makassar :- 

Pelras, Christian. 2006. Manusia Bugis. Bogor. Grafika Mardi Yuana 

Rahim, A. Rahman,1985, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis. Ujung Pandang : 

LEPHAS. 

Rahim, Abdul dan Anwar Ibrahim. 2004. Nilai Demokrasi Dalam Budaya Bugis-

Makassar. Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. 

Rachmah. 1976. Kumpulan Buah-Buah Pikiran Empat Cendikiawan Daerah 

Sulawesi Selatan. Ujung Pandang : Lembaga Sejarah dan Antropologi  

Rasyid, Darwas, 1994. Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi 

Selatan (Latenritatta Aru’ Palakka dalam Konteks Sejarah). Ujung 

pandang : departemen pendidikan dan kebudayaan sulawesi selatan. 



SEMINAR NASIONAL 

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam 

Rangka Daya Saing Global” 
Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan 

Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  

Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016 

 
 

 

-214- 
 

Said, Mashadi. 1998. Konsep Jati Diri Manusia Bugis: Sebuah Telaah Falsafi 

tentang Kebijaksanaan Hidup Bugis. Disertasi: Universitas Negeri 

Malang. 

Sidik, Fatah H. 2010. Pemikiran Politik Zaman Pencerahan dan Reformasi 

(Antara Hobbes dan Locke). http://seedhieqz.wordpress.com/. Tanggal 

Akses: 11 Desembeer 2010. (13:32) 

 


